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RINGKASAN

Perumahan selain berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga,
perumahan juga merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat
diberbagai aspek Dalam aspek ekonomi misalnya dengan mendirikan bangunan
perniagaan atau perbelanjaan atau biasa disebut toko.

Bangunan toko ini menjadi sengketa karena tanah yang dipakai oleh penguasa
ini milik perseorangan dengan bukti SHM No.81 dan tanpa adanya izin terlebih
dahulu kepada pemilik asli bangunan toko, maka perbuatan yang dilakukan oleh
penguasa merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechimarize
overheidsdaad), setelah itu timbullah perjanjian sewa menyewa toko. Pemilik asli
harus menyewa bangunan toko yang tanahnya hak miliknya sendiri dan perjanjian itu
dilakukan dengan adanya paksaan dan tak adanya kebebasan dalam membuat
perjanjian, sehingga status pemilik bangunan toko yang semula sebagai pemilik
menjadi penyewa.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas permohonan pembatalan
terhadap perjanjian sewa menyewa tcko dan membchas penyelesaian terhadap
sengketa perjanjian sewa menyewa toko akibat perbuatan melawan hukum oleh
penguasa serta membahas dan mengkaji dasar pertimbangan Mahkamah Agung
dalam memutus perkara ini.

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah dengan metode
pendekatan secara yuridis normatif, yang pengumpulan datanya diperoleh melalui
studi literatur atau penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan analisis data dengan
metode deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metoae deduktif.

Untuk dapat dimohonkan pembatalan harus memuat alasan-alasan vang kuat
dan nyata yakni adanya unsur paksaan dan tidak adanya kebebasan dalam membuat
perjanjian sewa menyewa toko, sehingga dari alasan inilah permintaan permohonan

pembatalan dapat dilakukan yaitu ada dua cara : dengan mengajukan gugatan kepada
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hakim agar perjenjian itu dapat dimohonkan pembatalan dan menunggu sampai
digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian sewa menyewa tersebut.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemilik toko akibat perbuatan
melawan hukum penguasa dapat dilakukan melalui negosiasi. Penyelesaian dengan
cara ini tidak merdapatkan tanggapan dari penguasa schingga akhirnya pemilik asli
mengajukan gugatan kePengadilan Negeri, kemudian ke Pengadilan Tinggi setelah
itu ke Mahkamal Agung yang putusannya dimenangkan oleh pemilik asli.

Mahkamah Agung dalam memberikan putusan untuk menyelesaikan masalah
ini mendasarkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang
digunakan dalam membahas perkara ini. Penulis sependapat dengan putusan
Mahkamah Agung karena putusan sudah didasarkan pada undang-undang yang
berlaku.

Kesimpulan dari hasil pembahasan ini adalah bahwa perjanjian sewa menyewa
toko dapat dimohonkan pembatalan karena didalam perjanjian tersebut mengandurg
unsur paksaan dan tidak adanya kebebasan dalam membuat perjanjian. Upaya
penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa toko akibat perbuatan
melawan hukum oleh penguasa adalah negosiasi dan melalui badan peracilan
sedangkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung da’am memutus perkara ini
didasarkan pada urdang-undang yang berlaku.

Saran yang dapat disumbangkan dalam penyelesaikan skripsi ini yaitu
pemerintah semestinya dapat memberikan pengayoman dan menjadi panutan bagi
masyarakat; dan seharusnya undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan ini
perlu dikaji kembali karena obyeknya kurang jelas. Hal ini untuk membedakan antara

toko dan rumah/perumahan.
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L. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat did-lam Undang-
Undang Dasar 1945 dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakekuatnya
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan se'uruh
masyarakat Indonesia yang menekankan padu keseimbangan pembangunan
kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyara'at Indonesia yaug
maju dan berkeadilan sosial berdasarkan pancasila.

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina
serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta
penghidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 pada pasal 1 ayat (2) teatang
Perumahan dan Pemukiman menyebutkan bahwa ° perumahan adalah kelompok
rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 1)

Perumahan selain berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupan keluarga, perumahan juga
merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat diberbagai
aspek. Dalam aspek ekonomi misalnya dengan mendirikan bangunan perniagaan atau
perbelanjaan atau biasa disebut toko.

Toko sebagai sarana usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik

kebutuhan primer maupun sekunder. Untuk mendirikan sebuah toko memerlukan

1). Lihat lampiran 2, hal : 2
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modal yang cukup besar baik itu tempatnya maupun isi dari pada toko yang akan
dikelola. Apabila seseorang mempunyai modal yang cukup dan mampu melihat
peluang pasar yang cukup besar, maka dia dapat membuka toko dengan cara
menyewa toko.

. Untuk itu menurut pasal 1548 KUH Perdata bahwa perjanjian sewa menyewa

e suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang,
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh
pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa ini harus memuat tiga hal pokok yakni adanya
barang, waktu tertentu dan harga (Vollmar, 1984: 322). Sewa menyewa merupakan
perjanjian bilateral (2 pihak) yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang
menyewa. Tujuan daripada perjanjian sewa menyewa hanyalah memberikan hak
pemakaian saja kepada pihak penyewa, sehingga status hak atas benda yang
diserahkan oleh yang menyewakan kepada pihak penyewa dapat pula bukan benda
yang berstatus hak milik. Jadi benda yang disewakan oleh pihak yang menyewakan
itu dapat berupa hak sewa.

Hak sewa menurut pasal 44 UUPA No. 5 tahun 1960 adalah seseorang atau
suatu  badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan
membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Hak sewa yang dimaksud pasal tersebut adalah untuk keperluan bangunan
yakni tanah tersebut disewa dengan maksud untuk mendirikan bangunan misalnya
berupa toko.

Tanah hak milik perseorangan yang digunakan sebagai toko lalu dibongkar
secara paksa oleh pihak penguasa dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian
didirikan bangunan pertokoan baru yang berada diatas tanah milik perseorangan dan
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pada akhirnya si pemilik tanah tersebut harus pula menggunakan toko tersebut
dengan hak sewa. Hal ini jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum ol=h
penguasa (onrechtn.atige overheidsdaad).

Menurut jasal 1365 KUH Perdata, menyatakan bahwa “Tiap perbvatan
melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang karena salannya menerbitkan kerugian itu, membayar kerugian tersebut”.

Pasal tersebut ternyata tidak memberikan rumusan tentang perbuatan melawan
hukum tetapi hanya mengatur mengenai seseorang yang mengalami kerugian [.arena
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya dapat
menuntut ganti kerugian. Jadi dengan adanya perbuatan melawan hukum akan timbul
suatu perikatan (Moegni Djojodirdjo, 1982:17).

Suatu perbuatan yang melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh manusia
pribadi, tetapi penguasa dapat juga melakukan perbuatan melawan hukum dan
karenanya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

Penguasa dalam hal ini adalah pemerintah mempunyal kewajiban-kewajiban
untuk melindungi dan mengatur para warganya, karena didalam suatu negara harus
ada kerjasama yang baik antara penguasa atau pemerintah dengan warganya,
sehingga akan tercapai suatu hubungan negara yang baik pula.

Hubungan negara dalam hal ini adalah pemerintah dengan perseorangan (wargza
negara) terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan seringkali terjadi
benturan-benturan kepentingan dan yang paling banyak dirugikan adalah hak-hak
pribadi para warga negara. Darwan Prinst (1996:106) mengatakan bahwa ruatu
negara hukum warga negara harus dilindungi dari hzl-hal :

. salah penerapan undang-undang;

a
b. pelampauan kewenangan (overschrijding bevoegdheir):

2]

. penyalahgunaan kekuasaan (misbruik van macht atau detournement de porvaoir);

o

. kesewenang-wenangan (willekeur) oleh penguasa.
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Penguasa yang melakukan tindakan sewenang-wenang dapat menimbulkan
perbuatan melawan hukum yang dikenal dengan onrechtmatige overheidsdaad. Jika
orang perseorangan terpaksa harus menerima perbuatan atau sikap penguasa dalam
kualitasnya sebagai penguasa yang merugikan dirinya, dalam hal pemerintah tusut
serta dalam lalu lintas keperdataan (sewa menyewa), niaka dapat dituntut disidang
pengadilan karena telah merugikan perseorangan. Menurut J Satrio (1993:197) dalam
hubungan hukum yang demikian pemerintah berdiri sama tinggi dengan individu
yang bersangkutan.

Didalam melakukan perjanjian harus ada kebebasan diantara dua pithak yang
berjanji serta tidak ada unsur paksaan (dwang), kekeliruan (dwaling)dan penipuan
(bedrog) dalam setiap perjanjian, karena apabila hal itu terjadi maka perjanjian itu
dapat dimohonkan pembatalan.

Dalam kasus ini perjanjian sewa menyewa toko timbul akibat perbuatan
melawan hukum oleh penguasa yang berawal dari sebuah bangunan hak milik
perseorangan, dibongkar secara paksa. Kemudian didirikan bangunan pertokoan baru
termasuk bangunan toko yang berdiri diatas tanah hak milik perseorangan tersebut.
Selanjutnya semua bangunan baru itu diberikan dengan hak sewa termasuk juga
sipemilik bangunan (toko) tersebut yang harus menyewa bangunan hak miliknya
sendiri. Isi dari perjanjian sewa menyewa toko ini telah dipersiapkan terlebih dahulu
oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau sipemilik harus menyetujui isi perjanjian.
Dengan demikian status pemilik bangunan toko yang semula pemilik menjadi
penyewa.

Berdasarkan uraian diatas dan disiplin ilmu penulis, maka penulis ingin
membahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah dengan memilih judul “UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TOKO
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA (Studi :
Putusan MA RI No. 4275 K/Pdt/1998)”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. apakah dalam perjanjian sewa menyewa toko dapat dimohonkan pembatalan ?
2. bagaimanakah penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa toko akibat
perbuatan melawan hukum oleh penguasa ?
3. bagaimanakah dasar pertimbangan MA RI dalam memutus perkara No. 4275
K/Pdt/1998 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

1. untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan yang bersifat akademis
untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas J ember;

2. memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi siapa saja yang
berminat dan berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas

dalam skripsi ini.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu :
1. untuk membahas permohonan pembatalan dalam perjanjian sewa menyewa toko;
2. untuk membahas penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa toko akibat
perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
3. untuk membahas dan mengkaji dasar pertimbangan MA RI dalam memutus
perkara No. 4275 K/Pdt/1998.
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1.4  Metodologi

Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakekatnva memberikan
pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalica serta
memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto,2001:1 ). Oleh karena itu metodologi

akan menjadi pedoman dalam penulisan skri pst ini.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
dengan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan
perundang-undangan sebagai dasar dalam pembahasan dan pemecahan terhadap

permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

1.4.2 Sumber Data
Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah sumber dz‘a sekunder, vaitu
sumber data yang berupa tulisan meliputi -
I. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya Undang-undang,

Peraturan Pemerintah dan lain-lain;

8% ]

bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian serta hasil

karya kalangan hukum dan sebagainy:.,

Lo

bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus
(Soekanto, 2001:13).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini,
dilakukan melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan yaitu dengan
mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mempelajari dokumen
yaitu Putusan MA RI No. 4275 K/Pdt/1998 yang terdapat didalam Varia Peradilan
No.189 Juni 2001 dengan tujuan untuk mendapatkan, mengembangkan, dan
membandingkan suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah, termasuk peraturan

perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data yang diperlukan ini terkumpul maka selanjutnya disusun secara
sistematis dan teratur, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan
memakai metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif
kualitatif adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu
permasalahan yang dibahas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Setelah dilakukan analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan
pembahasan terhadap permasalahan.

Akhirnya untuk mengakhiri tulisan ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif yaitu menarik dan menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum

menuju hal-hal yang bersifat khusus.
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ILFAKTA,DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

M. Noer Talar mempunyai sebidang tanah Hak Milik di kodya Payakumbuh
dengan sertifika: Hak Milik No. 81/Nagari Koto nan Gadang, luasnya 187 M2 vang
terletak dijalan Raya Sudirman Payakumbuh. Diatas anah ini berdiri sebuah
bangunan “Rumah Makan Gumarang™ yang berdampingan dengan toko-toko lainnya
dalam kawasan Pasar Payakumbuh. Pada 26 Juni 1981 terjadi kebakaran toko dan
Pasar Payakumbuh. Bangunan pasar dan toko-toko disckitarnya habis te bakar,
kecuali bangunan RM Gumarang yang selamat tidak habis terbakar.

Melalui 5K. Walikota KDH Tk [I Payakumbuh No 293/SK/Pyk/1981 dan SK
DPRD Tk 1I Payakumbuh No. 02/KPTA/DPRD, Agustus 1981 dibangun kembali
Pasar dan toko yang habis terbakar diatas lahan yang lama dengan Inpres No. 8/1981.
ternyata dalam area tanah yang akan dibangun tersebut diantaranya terletak tanah 178
M2 yang diatasnya berdiri bangunan RM Gumarang milik M. Noer Tahar, RM.
Gumarang, yang tidak terbakar dinyatakan tidak layak huni atau howwvallig oleh tim
Pemda, sehingga harus dibongkar, selanjutnya akan dibangun kembali secbagai Pasar
Baru dan komplek Pertokoan modern di kota Payakumbuh yang mendapat
persetujuan dari Gubernur SUMBAR dan Pemerintah Pusat (SK Gubernur SUMBAR
No. 247/CSB/1981 Agustus 1981 dan SK Menteri Dalam Negeri No. 216 tahvn
1981-Agustus 1981, Untuk pelaksanaan proyek diserahkan kepada “PT
Pembangunan Perumahan” berdasar kontrak tanggal 1 April 1982 No.
07/Sektr.PP.Btk/IV/1982. 2)

Semula M Noer Tahar menolak bangunaniya akan dibongkar oleh Pemda,

tetapi untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Pasar dan toko, maka Wt likota

2). Lihat lampiran 1, hal : 1
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KDH Tk II Payakumbuh dengan Surat No. 168/SK/Tk/Pyk/1982 tanggal 22 April
1982, dibentuk Team Pelaksanaan pemindahan R.M. Gumarang pada 24 Aprii 1982,
memindahkan barang-barang R.M. Gumarang ketempat penyimpanan di anfor
LLAJR Kodya Payakumbuh. Bulan Mei 1982, bangunan R.M. Gumarang dibongkar
paksa oleh kontraktor tanpa persetujuan pemilik, selanjutnyu diatas tanah tersebut
berdin bangunan toko yang baru, termasuk diatas tanah SHM No. 81 milik Noer
Tahar bekas R.M. Gumarang berdiri bangunan toko yaitu Toko B.51 yang telah
dibangun oleh PEMDA Tk Il Payakumbuh bergandengan dengan sejumlah toko-toko
lainnya, kemudian pihak kontraktor menyerahkan bangunan tersebut kepada PEMDA
Tk II Payakumbuh, selanjutnya diserahkan kepada pedagang termasuk bangunan toko
nomor B.51 yang berdiri diatas tanah Hak Milik M. Noer Tahar, sebagai pemilik
tanah M Noer Tahar juga harus menyewa bangunan tersebut. 3)

M. Noer Tahar semula menolak menyewa bangunan toko No. B.51 yang
tanahnya hak miliknya sendiri, tetapi karena dilakukan dcngan paksa akhirnya M.
Noer Tahar menyetujui untuk menyewa bangunan toko terscbut yang redaksinya
telah disiapkan terlebih dahulu oleh PEMDA dalam perjanjian sewa menyewa toko
tanggal 29 Februari 1988, karena sewanya tidak secara teratur dibayar oleh M. Noer
Tahar kepada PEMDA, sehingga PEMDA menutup tokonya M. Noe: Tahar karena
menunggak uang sewa toko. Penutupan toko B.51 olch PEMDA yang disewa oleh
Tahar menimbulkan kerugian yang besar, sechingga ia tidak dapat berdagang, | arena
kejadian penutupan toko B.51, maka M. Noer Tanhar melalui kuasanya mengajukan
gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Payakumbuh terhadap para “ergugat :

1. Pemerintah RI qq Gubernur KDH Tk. SUMBAR qq Walikota KDH Tk I

Payakumbuh sebagai Tergugat ke 1.

2. PT. Pembangunan Perumahan sebagai tergugat ke 11.

3). Lihat lampiran 1, hal : 2
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Gugatan perdata di Pengadilan Payakumbuh dimohon memberi putusar vang

pokoknya sbb :

1.
2
3.

mengabulkan seluruh gugatan.
menyatakan putusan provisi sah dan berharga.
menyatakan penggugat adalah pemilik tanah J1. Sudirman 142 yang sekarang

berdiri bangunan toko No. B. 51

- menyatakan Tergugat | melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” sebagai

penguasa.
menghukum para Tergugat membongkar bangunan toko No. B.51 tersebut

dan menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada Penggugat.

- menyatakan tidak sah menurut hukum “Surat Perjanjian Sewa Menyewa”

petak toko tanggal 29 februari 1988.

7. menghukum Tergugat I membayar uang ganti rugi akibat dibongkarnya
bangunan milik Penggugat (ex RM Gumarang)....................._dst 4)
PENGADILAN NEGERI

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh memberi putusan yang
amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi : Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah JI. Sudirman 142

sekarang berdiri Toko No. B.51.
3. menyatakan Tergugat | melakukan “Perbuatan Mclawan Huknm dari

Penguasa™ (onrechtmatige overheidsdaad)

4). Lihat lampiran 1, hal : 3
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4. menghukum Tergugat | menyerahkan tanah JI. Jenderal Sud: man 142
kepada Penggugat.

5. menyatakan Tergugat I berkcwajiban menjual bangunan Toko No.
B.51 Jin. Jenderal Sudirman 142 kepada Penggugat, sebaliknya
Penggugat wajib membeli bangunan toko B.51 dengan harga wajar,
bila perlu ditentukan oleh Panitya Independen,... ... .. .dst.

6. menghukum Tergugat I, bila tidak memenuhi k:wajiban tersebut,
maka Tergugat | harus membongkar bangunan Toko B.51 tersebut.

7. menyatakan “Surat Perjanjian sewa menyewa” No.
02/Inpres/Pasar/1988 batal.

8. menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada
upaya hukum lain.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapai diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Meayatakan “gugatan rekonvensi” tidak dapat diterima.

2. Dt SRl e e SHEE)
PENGALILAN TINGGI :
1. Pihak Tergugat menolak Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan

mengajukan pemeriksaan banding dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
SUMBAR di Padang dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum
yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah memperhatikan Berita Acara
Persidangan; bukti-bukti; pertimbangan hukum : dan putusan Pengadilan
Negeri payakumbuh yang dimohon banding, maka Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri dapat disetujui

Pengadilan Tinggi, kecuali, mengenai diktum putusan ke 8 : yang menyatakan

5). Lihat lampiran 1, hal : 6-7


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya
hukum lain, diktum ini harus dibatalkan dengan alasan bahwa meskipun syarat-
syarat pasal 191 (1) RBG telah terpenuhi, maka Pengadilan perlu berhati-hati
agar dikemudian hari tidak sulit bila putusan Pengadilan Negeri tersebut
diubah, karena pelaksanaan putusan berupa pembongkaran bangunan (vide
Jurisprudensi MA-RI No. 1051 K/Sip/1974).

2. Berdasar pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri vyang dimohon
banding, sepanjang mengenai hal-hal yang dipertimbangkan diatas, perlu
diperbaiki yang akan disebut dalam amar putusan sedangkan diktum putusan
Pengadilan Tinggi adalah sama dengan diktum Putusan Pengadilan Negeri
Payakumbuh. 6)

MAHKAMAH AGUNG RI
Berdasar atas pertimbangan hukum Majelis Mahkamah Agung memberi
putusan yang amarnya pada pokoknya demikian
Mengadili :
I. menolak permohonan kasasi dari Pemerintah R1 qq Gubernur KDH Tk
I SUMBAR qq Walikota KDH Tk I Payakumbuh

mengabulkan permohonan kasasi M. Noer Tahar

[S8]

3. membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar di Padang No.

147//Pdt.G/1996/PT Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh
No. 2/Pdt.G/1992/PN. Payakumbuh.

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Frovisi : Gugatan provisi tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi : Eksepsi Tergugat I dan [I tidak dapat diterima.

Dalam Pckok Perkara :

1. mengabulkan gugatan untuk sebagian

6). Lihat lampiran 1, hal : 7
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2.2

)

menyatakan Penggugat adalah pemilik tanzh Jin. Jend. Sudirman No. 142,
dimana berdiri petak Toko No. B 51

menyatakan Tergugat | melakukan “Perbuatan Melawan Hukum oleh
Penguasa”

menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan Toko No. B.51, di
Jin . Jend Sudirman 142 tersebut kepada Penggugat sebagai Konpensasi
tanah dan bangunan milik Penggugat yang dibongkar paksa

menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Sewa menyewa Toko No.
02/Inpres/Pasar/1988.

menyatakan ganti rugi tidak dapat diterima

menolak gugatan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima. 7)

Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya

a.

Pasal 1313, berbunyi :

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

7). Lihat lampiran 1, hal : 8-9
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3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal / yang diperkenankan / tidak dilarang.

Pasal 1221, berbunyi :

tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau
diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1323, berbunyi :

paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian,
merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu
dilakukan oleh seorang pihak ke tiga, untuk kepentingan siapa pe jaiujian
tersebut tidak telah dibuat.

Pasai 1325, berbunyi :

paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila
dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga
apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak saudara
dalam garis keatas maupun kebawah.

Pasal 1449, berbunyi :

perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan,
menerbitkan suatu tuntutan untul membatalkannya.

Pasal 1454 ayat (1), berbunyi :

dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk menyatakan batalnya suatu
perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus
hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu 1tu adalah lima tahun. Waktu
tersebut berlaku untuk :

1. dalam halnya kebelum dewasaan, seiak hari kedewasaan;

2. dalam halnya pengampunan, sejak hari pencabutan pengampunan;

3. dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti;

4. dalam halnya kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya

kekhilafan atau penipuan itu;
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5. dalam halnya perbuatan seorang perempuan yang bersuami, yang
dilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan;

6. dalam halnya kebatalan, yang dimaksud dalam pasal 1341, sejak hari
diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu
ada.

Pasal 1454 ayat (2), berbunyi :

waktu yang disebutkan diatas ini, yang ditetapkan untuk memajukan

tuntutan, tidaklah berlaku terhadap kebatalan yang dimajukan selaku

pembelaan atau tangkisan, yang mana selalu dapat dikemukakan.

Pasal 1365, berbunyi :

tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366, berbunyi :

setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan

kelalaian atau kurang hati-hatian.

Pasal 1548, berbunyi :

sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya

kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut itu disanggupi
pembayarannya.

Pasal 1576 ayat (2), berbunyi :

Jika ada suatu perjanjian yang demikian, sipenyewa tidak berhak menuntut

suatu ganti rugi apabila tidak ada suatu janji yang tegas, tetapi jika ada

suatu janji seperti tersebut belakangan ini ia tidak diwajibkan
mengosongkan barang yang disewa, selama ganti rugi yang terutang belum

dilunasi.
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Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

Pasal 1 ayat (1), berbunyi :

rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian
dan sarana pembinaan keluarga.

Pasal 1 ayat (2), berbunyi :

perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai I. 1igkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilenghapi dengan prasarana
dan sarana lingkungan.

Pasal 6 ayat (2), berbunyi :

pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan nemilik hak atas tanah
dapat dilakukan atas persetujuan dasi pemilik atas tanah dengan suatu
perjanjian tertulis.

Pasal 12 ayat (1), berbunyi :

penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan
atau izin pemilik.

Pasal 12 ayat (2), berbunyi :

penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan baik dengan
cara sewa menyewa maupun dengan cara bukan sewa menyewa.

Pasal 14, berbunyi :

sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah
diselesaikan melalui badan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan

peruncang-undangan yang berlaku. 8)

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumali oleh

Bukan Femilik.

Pasal 2 ayat (1), berbunyi :
penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan

atau izin pemilik.

8) Lihat lampiran 2, hal :3,5,6,7
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b. Pasal 3, berbunyi :
penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik
dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah. 9)

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum semula ditafsirkan secara sempit, namun sejak
tahun 1919 dengan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum
diartikan secara luas. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas (Moegni Djojodirjo,
1982 : 35) adalah kalau :

1. bertentangan dengan hak orang lain.

Yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan
dengan subyektif recht adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang oleh
kaidah hukum. Wewenang tersebut meliputi hak atas kebendaan, hak atas kehormatan
serta nama baik dan hak-hak kekayaan, bertentangan dengan kewajiban hukumnya
sendirl ;

2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Berbuat atau melalaikan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
adalah tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
3. bertentangan dengan kesusilaan baik.

Yang dimaksud kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang
norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan hukum yang
tak tertulis. L '

4. bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan
masyarakat.

Dengan diterapkannya rumusan yang luas dari perbuatan melawan hukum maka
perbuatan yang bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum  tak tertulis harus
diindahkan dalam lalu lintas masyarakat adalah termasuk perbuatan melawan hukum.
9) Lihat lampiran 3, hal : 2
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2.3.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.
a.  Pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasz

Mengenai pengertian dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebenarnya
adalah sama dengan perbuatan melawan hukum pada umumnya tetapi hal ini
dilakukan oleh penguasa. Penguasa adalah orang yang mzminipin suatu lembaga dan
bertanggung jawab hepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Sudarsono, 1999 :345).

Menurut Wirjono Projodikoro (2000 :45) penguasa adalah seseorang yarg
berkuasa untuk memberikan perintah yang masuk dalam lingkungan tugas pada
umumnya.Jadi perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah perbuatan
pemerintah yang melawan hukum perbuatan mana dilakukan oleh badan hnkum
publik.

Pada umuranya badan ini bertanggung jawab seperti scorang individu,
dalam hal badan ini bertindak sebagai pemerintah, biasanya badan ini bertargoung
jawab untuk sesuatu yang dilakukan atau dilalaikannya yang berlawanan dengan
kewajiban hukumnya sendiri, tetapi untuk tiap-tiap pelanggaran kepentingan menurut

hukum (Andi Hamzah, 1986: 463).

b.  Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Menurut Darwan Prinst (1996: 107-128) unsur-unsur perbuatan melawan
hukum oleh penguasa itu dapat diperinci sebagai berikut :
1. Melanggar hak subjektif orang lain.

Tindakan/perbuatan penguasa vyang dikualifikasi sebagai melanggar hak
subjektif orang lain, adalah tindakan /perbuatan-perbuatan :
a. tidak/kurang mengindahkan hak milik orang lain;
misalnya tindakan membongkar bangunan tanpa prosedur hukum.
b. melanggar norma kepantasan dalam pemerintahan.
¢. menyebabkan orang lain mati/cedera ketika menjalankan tugas secara
kurang hati-hati.
d. memberi ganti rugi yang lebih rendah dar harg,a sepantasnya.
Tindakan penguasa yang memberikan ganti rugi atas harta benda warganya
lebih rendah dari harga yang pantas jelas merupakan perbuatan meiawan
hukum.
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a.

b.

C.

3.

. Lalai melaksanakan kewajiban.

Penguasa lalai melaksanakan kewaj'bannya, apabila -

lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa vyang menjadi
kewajibannya.

tidak melakukan pengamanan/tidak memberi tarda-tanda bahaya pada
tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau
barang.

berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Bertindak sewenang-wenang.

Penguasa (pejabat) dikualifikasi sebagai bertindak scwenang-wenang apabila
dalam tindakannya itu anasir-anasir kepentingan negara tidak cukup. Tindakan-
tindakan itu adalah :

d.

4,

bertindak melampaui batas kekuasaan.

Misalnya mengambil alih sesuatu milik warganya tanpa prosedur hvkum,
seperti tidak memberi ganti rugi, memaksa warga menyerahkar. harta
bendanya tidak sesuai dengan peraturan yaug berlaku.

melanggar hak penguasaan orang lain.

Misalnya tindakan pejabat yang semena-mena memisahkan sescorang warga
dari harta bendanya yang selama ini dikuasainya, tanpa melalui presedur
hukum yang benar.

menyerahkan milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan
pemiliknya.

membuat peraturan yang bukan menjadi wewenangnya.

melakukan tindakan-tindakan yang tidak cukup anasir-anasir kepentingan
negara. Misalnya dalam tindakan-tindakan penggusuran atau pembebasan
tanah.

melakukan pembongkaran bangunan-bangunan tanpa prosedur hukum.

Melanggar undang-undang.

Penguasa bertindak bertentangan dengan undang-undang apabila tindakannya
itu melanggar :

a.
b.

hukum privat, baik hukum formal maupun hukum materiilnya;
hukum publik, baik hukum formal maupun hukum materiilnva.

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa harus diukur dengan undang-

undang/peraturan-peraturan formal yang berlaku dan kepatutan atau tindakan-

tindakan lain yang dilakukan tanpa prosedur yang sesuai menurit undang-undang,
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Misalnya pembatalan hak dan penguasaan tanah tanpa prosedur yang sesuai undang-
undang.
2.3.3 Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut Subekti (1984:164) perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian
dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai
selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan
membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang
ditentukan.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari
sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga
yang oleh pihak yang disebut terakhir itu disanggupi pembayarannya (Subekti, 1995:
39).

Dalam masyarakat, perjanjian sewa menyewa adalah sangat penting yaitu
dalam hal sewa menyewa sipemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dan
pemunggutan hasil dari barang, padahal hak milik atas barang itu tetap berada
ditangan yang mengenakan, sebaliknya pihak penyewa wajib memberi uang sewa
kepada pemilik barang .

a. Timbulnya Perjanjian Sewa Menyewa.

Perjanjian pada umumnya adalah merupakan suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut
Subekti (1987: 1) suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung
janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hukum perjanjian berlaku suatu asas konsensu?litas yang berarti pada dasarnya
perjanjian yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya
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kesepakatan. Demikian pula dengan perjanjian sewa menvewa yang timbul dari kata
sepakat, karena sewa menyewa merupakan perjanjian yang konsensuil.

Dalam melaksanakan perjanjian sewa meiiyewa haras dilakukan secara timbal
balik, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak si penyewa terjadi suatu
hubungan hukum yang mewajibkan kedua belah pihak tersebut berprestasi secara
timbal balik (Abdulkadir M, 2000 : 227), sehingga hubungan hukum tersebut akan
menimbulkan hak dan kewajiban sewa menyewa.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa ini ada dua antara lain :

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah :

a. menyerahkan barang yang disewakan kepada sipenyewa;

b. memelihara baraig yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk
keperluan yang dimaksudkan;

c. memberikan kepada sipenyewa kenikmatan tenteram dari barang vang disewakan
selama berlar zsungnya persewaan.

Kewajibar: utama bagi si1 penyewa ada dua, 1alah :

a. memakai harang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik™ sesuai
dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.

b. membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut
perjanjian (Subekti, 1995:42-43).

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima uang sewa dari si penyewa.
Dalam perjanjian sewa menyewa, harga sewa tidak harus berupa uang tetapi bisa juga
barang atau jasa, sedangkan hak dari si penyewa adalah memelihara barang yang
menjadi milik pihak yang menyewakan dan menikmati serta mempergunakan barang
milik yang menyewakan dengan sebaik-baiknya.

b.  Sahnya Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa berlaku suatu asas yang dinamakan asas
konsensualitas. Perkataan ini berasal dari kata latin consensus yang berarti sepakat.
Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-

hal yang pokek dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Undang-undang
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menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanj'an itu diadakan
secara tertulis atau dengan akta notaris, tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu
perkecualian. Yang lazim bahwa perjanjian sewa menyewa itu sudah sah dalam aiti
sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok
dari perjanjian sewa menyewa itu.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata untul” sahnya suatu per,anjian diperlukan
empat syarat :

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

cakap untuk membuat suatu perjanjian;

mengenai suatu hal tertentu;

suatu sebab yang halal / yang diperkenankan / tidak dilarang.

bt bRl

Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subyektif,
karena melekat pada diri orang yang menjadi subyek perjanjian. Jika syarat i tidak
dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan, tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada
hakim perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak, walaubun diancam pembuctalan
sebelum lampau waktu lima tahun.

Syarat ketiva dan keempat pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat obvektif,
karena mengen:i sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini udak
dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak
mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. kemudian
diperkarakan dimuka hakim dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak
memenuhi syarat obyektif (Abdulkadir M, 2000 : 233).

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah selalu mempunyai akibat hukum,
menurut ketentuan pasal 1338 (1) KUH Perdata adalah perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat
ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang
cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Didalam praktek kenyataannya perjanjian sewa menyewa toko ini tidak

demikian. Perjanjian sewa menyewa toko ini tidak sah karena merupakan produk
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perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yaitu adanya unsur-unsur paksaan (dwang)
dalam melakukan perjanjian.

Perjanjian itu harus menganut sistem terbuka, yaitu dengan memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanj.an
yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, kepentingan umum dan
kesusilaan.

Perjanjian sewa menyewa toko ini tidak mempunyai itikad batk, dalaie arti
pelaksanaan perjanjian itu tidak mengindahkan norma-norma kepatutan a.tinya
kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan dan kesusilaan yang berari
kesopanan, keadaban yaitu terdapatnya unsur-unsur paksaan yakni orang yang
memberikan perjanjian tetapi secara tidak bebas karena wakut tzrhadap suatu ancaman
yang bukan paksaan fisik dilakukan oleh penguasa, maka perjanjian sewa menyewa
toko ini tidak sah.

¢.  Asas-asas Umum yang Berlaku dalam Ferjanjian Sewa Menyewa

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar
kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah scbagai
berikut (dalam Abdulkadir M, 1990 : 84) :
1. asas kebebasan berkontrak.

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau
belum diatur dalam undang-undang, tetapi kebebasan terscbut dibatasi oleh tiga hal
yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan
tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

2. asas pelengkap.

Asas ini mengandung arti bahwa ke‘entuan undang-undang boleh tidak ditkuti
apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuun-ketentuan sendiri vang
menyimpang dari ketentuan undang-undang, tetapi apabila dalam perjanjiar yang
mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas

ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.
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3. asas konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjaai sejak saat tercapainya kata
sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Scjak saat itu
perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

4. asas obligatoir.

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru
dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik.
Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian vang bersifat
kebendaan(zaxelijke overeenkomst), yaitu melalui penyerahan(/evering).

d. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Suatu perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat oleh pihak yang
menyewakan dan pihak sipenyewa tidak akan berlaku secara terus menerus, karena
suatu saat perjanjian sewa menyewa itu akan berakhir. Menurut  Wirjono
Prodjodikoro (1991:60) perjanjian sewa menyewa ini dapat berakhir, ada dua macam
yaitu :
1.  dengan sendirinya pada waktu tertentu;
2. setelah dihentikan dengan memperhatikan suatu tenggang wakiu.

Dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini maka hapuslah perjanjian itu.
Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdath perjanjian dapai hapus karena |

pembayaran;

penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
pembaharuan utang ;

perjumpaan utang atau kompensasi;

pencampuran utang ;

pembebasan utangnya ;

musnahnya barang yang terutang .

kebatalan atau pembatalan;

berlakunya suatu syarat batal ;

0. lewatnya waktu.

Hapusnya perikatan salah satunya adalah karena kebatalan atau pembatalan.

1O G858 On Ui i LA B
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Menurut _.S.T. Kansil (2000:235) kebatalan atau pembatalan perikatan dapat

terjadi terhedap perjanjian seperti

1. pembatalan perjanjian yang dibuat oleh orang tidak cakap hulium, yaitu yang
dilakukan oleh anak yang belum dewasa, berada dibawah pengampuan
(curalete) dan seorang wanita vang berada dalam perkawinan atau berstatus
sebagai istri.

2. apabila perjanjian itu bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan
dan ketertiban umum.

3. Apabila perjanjian itu mempunyai unswi  paksaan  (dwang),
kekeliruan(dwaling), atau penipuan(bedrog).

Kalau suatu perjanjian batal demi hukum, tak ada suatu perikatan hukum yang

dilahirkan karenanya dan barang sesuatu yang tidak ada suatu perikatan hukum yang
dilahirkan karenanya maka barang sesuatu yang tidak ada tentu saja tidak bisa
dihapus (Subekti, 1987 :75). Oleh karena itu perjanjian sewa menyewa yang
merupakan produk perbuatan melawan hukum dari pen-uasa dapa. dinyatakan batal
demi hukum karena syarat ketiga dan keempat (suatu hal tertentu dan suatu sebab
yang halal ) dalam syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi karena terdapatnva unsur

paksaan(dwang) dalam perjanjian tersebut.
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3.1 Permohonan Pembatalan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko
Melihat fakta yang terjadi, vaitu bahwasanya M Noer Tahar sebagai pthak

penyewa dan penguasa dalam hal ini adalah Pemda Tk 1l Payakumbuh sebagai pthak

yang menyewakan mengadakan kesepakatan sehingga melahirkan perjanjian sewa
menyewa toko, akan tetapi kesepakatan ini didasari adanya unsur-unsur paksaan
didalam membuat perjanjian.

Bentuk dari paksaan itu antara lain :

I M Noer Tahar disuruh menandatangani blangko surat berupa pernyataan yang
redaksinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Walikota (Pemda Tk Il
Payakumbuh) yang isinya M Noer Tahar harus mengakui bahwa bangunan
lama telah terbakar atau howwvalliq. Semula M Noer Tahar menolak
menandatangani perjanjian itu. Pada tanggal 24 April 1982 Pemda Tk II
Payakumbuh melakukan pembongkaran secara paksa bangunan tersebut
sehingga barang-barang inventaris rumah makan Gumarang dan CV. Gumarang
hilang. 10)

7 Bahwa setelah selesai pembangunan pertokoan tersebue, Pemda Tk I
Payakumbuh menyodorkan surat perjanjian yang redaksinya telah dipersiapkan
terlebih dahulu oleh Pemda Tk 1l Payakumbuh dan M Noer Tahar dipaksa
untuk menandatanganinya, karena Pemda Tk Il Payakumbuh sendiri tidak
yakin sebagai pemilik tanah. Hal ini terbukti pada salah satu pasal sewa
menyewa yang disodorkan berbunyi : .......... maka pihak ke-2 bersedia
mengembalikan / menyerahkan hak sewa petak toko tersebut kepada Pemda Tk
Il Payakumbuh, untuk selanjutnya hak sewanya diserahkan kepada pihak yang

lebih berhak menurut hukum. 11)

10). Lihat lampirai. 1, hal : 12
11). Lihat lampiran 1, hal : 12
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3. Pada tanggal 3 Maret 1988, Pemda Tk II Payakumbuh memaksa M Noer Tahar
untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya antara lain : bahwa M Noer
Tahar telah menunggak uang sewa toko kepada Pemda Tk II Payakumbuh
selama 36 bulan terhitung sejak April 1985 sampai dengan Maret 1987, tetapi
kenyataannya M Noer Tahar menempati toko tersebut mulai bulan Agustus
1989. Petugas Pemda Tk Il Payakumbuh menyatakan bila masih mau jualan
harus menandatangani surat tersebut, karena takut kehilangan mata
pencahariannya maka M Noer Tahar terpaksa menandatangani. 12)

Kedua belah pihak dalam membuat perjanjian harus dilakukan secara bebas,
karena perjanjian itu menganut sistem terbuka yaitu dengan memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa
saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. M
Noer Tahar dan pihak Pemda Tk II Payakumbuh tidak melakukan perjanjian secara
bebas dalam arti M Noer Tahar bersedia menandatangani perjanjian sewa menyewa
tersebut karena dibawah paksaan dan tekanan yang dilakukan oleh penguasa (Pemda
Tk II Payakumbuh).

Orang yang dipaksa harus ditimbulkan dari rasa takut pada waktu ancaman itu
dilakukan baik rasa takut akan kerugian dikemudian hari (sesudah perjanjian ditutup),
yang dicoba untuk dihindarkan dengan menutup perjanjian tersebut. Ancaman
(paksaan) disini harus merupakan sarana pemaksa yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Menurut J Satrio (1995 : 343) undang-undang sendiri tak secara terang-
terangan mengatakan demikian, tetapi mengingat adanya ketentuan pasal 1326 yang
mengatakan, bahwa orang tak dapat menuntut pembatalan perjanjian yang ditutup
atas dasar rasa segan terhadap lawan perjanjiannya atau dengan perkataan lain unsur
“rasa segan” tidak dikualifisir sebagai paksaan. Maksudnya bahwa jenis paksaan lain

yang tak mengakibatkan cacatnya perjanjian yaitu kalau tekanan itu dibenarkan oleh

12). Lihat lampiran 1, hal : 12
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undang-undang. Sarana ancamannya bisa berupa perbuatan yang dibenarkan oleh
undang-undang maupun yang dilarang, tetapi kalau sarana yang dibenarkun itu
dipakai sebagai sarana pemaksa untuk mencapai tujuan melaiul penutupan perjanjian
yang tidak dibenarkan, maka sarana tersebut menjadi onrechtinatige.

Bahwa svatu paksaan untuk dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian
harus berupa tindakan yang mempunyai sifat yang tak dibenarkan. Syarat untuk
adanya paksaan yaitu :

1. melalui suatu sarana, yang tak dibenarkan oleh undang-undang, berusaha
mencapai tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang :

2. melalui sarana yang dibenarkan oleh undang-undang berusaha untuk mencapai
tujuan yang tidak dibenarkan ;

3. melalui sarana yang tak dibenarkan untuk mencapai tujuan yang dibenarkan.

Kalau dalam kasus M Noer Tahar ini unsur paksaan yang berlaku adalah syarat
yang pertama yaitu melalui suatu sarana yang tidak dibenarkan oleh undang-undang,
berusaha mencapai tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Pemda Tk Il
Payakumbuh mengancam kepada M Noer Tahar selaku pemilik asli bangunan yang
sekarang berupa toko tersebut akan memberikan toko yang tanahnya hak miiiknya
sendiri kepada orang lain jika tidak mau menandatangan: surat perjanjian sewa
menyewa tersebut.

Hal tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan pasal 1320 KUH Perdata,
karena sejak awal perjanjian tersebut sudah tidak memen-ihi svarat vahnya meiakukan
perjanjian, yaitu ada empat syarat :

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

cakap untuk membuat suatu perjanjian

. mengenai suatu hal tertentu

suatu sebab yang halal / yang diperkenankan / uidak dilarang.

B =

Untuk melakukan suatu perjanjian, kedua belah pihak yang membuat
kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam pasal 1321 KUH Perdata sucah

dijelaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
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kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Menurut Subekti (1987
: 23) dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas,
yaitu : paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Paksaan yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini adalah Pemda Tk II
Payakumbuh terhadap M Noer Tahar dalam perjanjian sewa menyewa toko ini
menimbulkan ketakutan akan kekayaannya terancam terhadap suatu kerugian yang
terang dan nyata.

Bahwasanya setelah melihat bukti-bukti atau alasan-alasan yang ada karena
adanya unsur paksaan serta tidak adanya kebebasan dalam melakukan perjanjian,
maka perjanjian sewa menyewa toko yang dilakukan oleh M Noer Tahar dengan
Pemda Tk IT Payakumbuh dapat dilakukan pembatalan.

Menurut J Satrio (1995 : 172) yang dimaksud dengan pembatalan adalah
pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak yang oleh undang-
undang, dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu. Pembatalan karena
adanya unsur paksaan tercantum dalam pasal 1323 KUH Perdata yang isinya sebagai
berikut

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian,

merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan

oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak
telah dibuat.

Hal ini juga didukung oleh pasal 1449 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan,
menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perjanjian sewa menyewa toko yang
dibuat oleh M Noer Tahar sebagai pihak penyewa dengan pihak penguasa dalam hal
ini adalah Pemda Tk II Payakumbuh selaku yang menyewakan tidak sah dan dapat
dimohonkan pembatalan. Alasan permohonan pembatalan karena perjanjian sewa
menyewa toko tersebut merupakan produk melawan hukum oleh penguasa (Pemda

Tk II Payakumbuh bertindak sewenang-wenang sehingga merugikan kepentingan
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perseorangan dalam hal ini M Noer Tahar), mengingat terdapatnya unsur paksaan dan
tidak adanya kebebasan dalam melakukan kesepakatan.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat untuk melakukan
pembatalan. Tiga syarat itu adalah :

a.  perjanjian harus bersifat timbal balik (bilaceral) ;
b.  harus ada wanprestasi (breach of contract) ;
C. harus dengan putusan hakim (verdict).

Dalam perjanjian timbal balik, kedua belah pihak ada kewajiban memenuhi
prestasi. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap pihak lainnya dapat
menuntut pembatalan. Dalam hal pembatalan ini, tidak terjadi dengan sendirinya,
melainkan harus minta bantuan hakim yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan
(Abdulkadir M, 1990 : 130).

Menurut Subekti (1987 : 25) ada dua cara untuk meminta permohonan
pembatalan perjanjian sewa menyewa yakni :

1.  pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada
hakim supaya perjanjian itu dibatalkan ;

2. menunggu sampai ia digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian
tersebut.

M Noer Tahar sebagai pihak yang dirugikan oleh penguasa (Pemda Tk II
Payakumbuh) dapat melakukan salah satu cara tersebut diatas, agar perjanjian sewa
menyewa toko dapat dimohonkan pembatalannya.

M Noer Tahar dapat mengemukakan alasan-alasannya pada waktu didepan
sidang pengadilan yakni karena unsur paksaan dan tidak adanya kebebasan dalam
melakukan perjatjian sewa menyewa kepada hakim yang akar memutus perkarz ini.

Pembatalan yang dilakukan secara pembelaan / tangkisan tidak dibatasi
waktunya, karera dapat diketahui dalam hal paksaan untuk meminta permohonan
pembatalan menurut pasal 1454 KUH Perdata dibatasi sampai suatu batas waktu
tertentu yaitu 5 (Jima) tahun, yakni untuk dalam hal paksaan sejak hari paksaan itu

telah terhenti.
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Akibat dari pembatalan perjanjian sewa menyewa toko tersebut. setelah
dinyatakan batal oleh hakim, maka orang dan barang-barangnya dipulihkan dalam

keadaan semula seperti sewaktu sebelum perjanjian sewa menyewa toko ini dibuat.

3.1 Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Toko Akibat Pertuatan

Melawan Hukum oleh Penguasa

Hukum perdata memang mengatur tentang kepentingan khusus yaitu
kepentingan pribadi-pribadi yang mengadakan hubungan hukum. Apabila terjadi
suata sengketa mengenai perjanjian misalnya perjanjian sewa menyewa rumah, maka
hal ini adalah tugas hukum perdata melalui hukum acaranya.

Sengketa sewa menyewa adalah suatu sengketa yang terjadi antara pemilik
rumah dan penyewa rumah yang biasanya berakibat pemutusan atau peninjauan
kembali hubungan sewa menyewa, karena pengertian 1oko dan perumahan adalah
sama yakni sesuai dengan pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (6) UU No. 4 tahun 1992
tentang perumahan dan pemukiman.

Upaya yang ditempuh oleh M Noer Tahar sebagai pemilik asli bangunan berupa
toko B.51, dalam menyelesaikan sengketanya yakni melalui negosiasi. Secara umum
negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa
melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar
kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif (Joni Emirzon, 2001 : 44).

Para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan
p~rmasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka,
tujuannya untuk mencari jalan keluar yang terbaik terhadap permasalahan yang
dihadapi agar dapat terselesaikan secara kekeluargaan. Sekalipun upaya yang
dilakukan oleh M Noer Tahar sudah ditempuh, tetapi Pemda Tk 1 Payakumbuh tidak

pernah menanggapi upaya yang telah dilakukan M Noer Tahar. 13)

13). Lihat lampiran I, hal : 13
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Oleh karena penyelesaian sengketa yang ailakukan secara negosiasi tidak ada
kesepakatan kedua belah pihak, maka M Noe. Tahar sebagai pihak yang dirugikan
oleh Pemda Tk Il Payakumbuh mengajikan gugatan kepengadilan. Hal ini sesuai
dengan UU No. 4 tahun 1992 pasal 14 yang berbunyi : “Sengketa yang berkaitan
dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku™.

Sengketa mengenai pemanfaatan rumah yang dimaksud adalah yang terjadi
selama masa berlakunya perjanjian antara pemilik dan penghuni rumah. Dengan
diundangkannya Ul) No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok
kekuasaan kehakiman dalam pasal 10 berbunyi kekuas:an kehakiman d.lacukan
dalam lingkungan veradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan
tata usaha negara Hal ini digunakan sebagai landasan dalam ruenyelesaikan senoketa.

Menurut + Satrio (1994 : 210) bahwa dalam hal pemerintah atau bagian
daripadanya turut serta dalam lalu lintas hukum dalam kedudukannya seperti anggota
masyarakat pada umumnya atau ada kalanya dikatakan “sebagai partikelir™ atau
sebagai pihak yang kedudukannya sama dengan orang perscorangan dan perbuatan /
sikapnya menimbulkan kerugian kepada orang partikelir, maka berlakulah ketentuan
pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1366 KUL Perdata terhadap pemerintah. Dengan
demikian dalam k=dudukannya seperti itu pasti pemerintah dapat melakukan tindakan
melawan hukum.

Hal tersebut diatas dapat ditindak melalui pengadilan perdata dan tidak
menutup kemungkinan juga pengadilan tata usaha negara dilibatkan apabila yang
digugat itu adalah SK dikeluarkannya perintah untuk mcemoongkar bangunan ko
tersebut, tetapi karena pokok gugatannya meminta ganti kerugian karena merasa
dirugikan oleh Pemda Tk Il Payakumbuh dengan mengambil tanah dan banguran
toko yang semula milik M Noer Tahar, kemudian diambil begitu saja secara paksa
tanpa ada persetujuan dari pemilik. Hal ini bertentangan dengan pasal 12 ayat (1) uu
No. 4 tahun 1992 jo pasal 2 ayat (1) PP No. 44 tahun 1994 yang berbunyt =

Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apab'la ada per.ctujuan adau 1Zin
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pemilik™ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghunian rumah tanpa
persetujuan pemilik dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum.

Hal ini juga didukung dengan pasal 6 ayat (2) UU No. 4 tahun 1992 yang
berbunyi “Pembangunan rumah/ perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah dapat
dilakukan atas persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan suatu perjanjian
tertulis™.

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik asli, maka Pemda Tk 1l
Payakumbuh membuat suatu perjanjian sewa menyewa vang redaksinva telah
dipersiapkan terlebih dahulu oleh Pemda Tk I Payakumbuh.

M Noer Tahar sebagai pemilik dari tanah dan bangunan toko B.51 diharuskan
menandatangani surat perjanjian sewa menyewa toko, welaupun pada awalnya
menolak untuk menandatangani tetapi pada akhirnya menyetujuinya dengan terpaksa.

Didalam salah satu pasal sewa menyewa tersebut berbunyi™ .. ... .maka pihak
ke-2 bersedia mengembalikan/ menyerahkan hak sewa »etak toke tersebut kepada
Pemda Tk Il Payakumbuh, untuk selanjutnya hak sewonya diserahkan kepada pihak
yang lebih berhak menurut hukum™, yang intinya kalau misalnya M Noer Tahar tidak
mau menyewa bangunan toko B.51 yang berdiri diatas tanah miliknya sendir’, maka
Pemda Tk Il Payakumbuh akan menyewakan bangunan tersebut kepada orang lain,
karena Pemda Tk II Payakumbuh sendiri tidak yakin sebagai pemilik tanah. 14)

Dalam perjalanan sewanya, vang sewanya tidak secara teratur dibayar oleh M
Noer Tahar kepada Pemda Tk [l Payakumbuh. Akibatnya Pemda 'k 1l Payaknmbuh
menutup tokonya M Noer Tahar karcna menunggak  membayar uang sewa.
Penutupan toko B. 51 oleh Pemda Tk Il Payakumbuh yang disewa oleh M Noer
Tahar tersebut menimbulkan kerugian yang besar, sehingga M Noer Tahar tidak
dapat berdagang.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh M Noer Tahar untuk  mencari  keadilan

sudah dilakukannya termasuk bernegosiasi agar pemecahan masalah bisa dil: kukan

14). Lihat lampiran 1, hal : 12
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secara kekeluargaan, akan tetapi usaha negosiasi tidak ada kesepakatan kedua belah
pihak, maka M Noer Tahar sebagai pthak yang dirugikan mengajukan guatan
tersebut ke Pengadilan Neger1.

Menurut Subekti (1995:50) kemungkinan bagi para pencari keadilan intuk
mengajukan persoalan perumahan itu kedepan pengadilan apabila Kepala Dnerali
(K.U.P sebagai bawahannya) dapat dikatakan melal.ukan perbuatan melawan hukum
didalam soal penghentian sewa atau penggosongan terscbut cugatan yang diajuk.n
kepada pengadilan itu lalu didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Pemda/ penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Dalam perjalanannya untuk mencari keaailan, yang terbukti dipersidangan
Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah perbuatan tergugat | (Pemda Tk Il
Payakumbuh) yang melawan hukum oleh penguasa tersebut telah menimbulkan
akibat hukum berupa adanya perjanjian sewa menyewa toxo B.51 antara terg . gat |
dengan penggugat (M Noer Tahar). Perjanjian sewa menyewa adaluh tidak
mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan batal serta tic‘ak mempunyai
akibat hukum, karena perjanjian ini timbul dari perbuatan melawan hukum oleh
penguasa dan juga adanya kekhilatan/ kesesatan/ dwaling. 15)

Hal ini diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang beibunyi “Tiada sepakal
yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan
paksaan atau penipuan”, schingga salah satu syarat terjadinya persctujuan tidak
dipenuhi, karena tidak adanya kebebasan melakukan persetujuan dari pengzugat
sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suate perjanjian diperlukan
empat syarat :

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

suatu hal tertentu;

suatu sebab yang halal / yang diperkenankan / tidak dilarang.

L —

15). Lihat lampiran 1, hal : 5
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Surat perjan.ian sewa menyewa karena tidak mempunyar kekuatan hukur,
maka gugatan ‘ang menuntut dibayarnya tunggakan uang sewa toko B.51 oleh
tergugat harus uinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan Pengadilan Neger
Payakumbuh tanggal 8 Agustus 1996 No. 2/Pdt. G/ 1992/PN. Payakumbuh adalah
salah  saturya  menyatakan  sural  perjanjlan  sewa  menyvewa  No.
02/INPRES/P/S/R/1988 tanggal 29 Pebruari 1988, batal. 16)

Pemda Tk Il Payakumbuh sebagai tergugat menolak terhadap putusar PN
Payakumbuh d-ugan mengajukan pemeriksaan banding.Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi SUMBAR diPadang berpendapat bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan
Negeri dapat disetujui Pengadilan Tinggi schingga diktum putusannya sama dengan
Pengadilan Negeri. Para pihak penggugat dan tergugat menolak putusan Pengadilun
Tinggi SUMBAR yang menguatkan dengan memperbaikt putusan Pengadilan Neger
Payakumbuh dan mereka mengajukan pemeriksaan kasasi.

Dalam pemeriksaan kasasi petak toko B.S1 dibangun sebagal product
“perbuatan melawan hukum oleh tergugat sebagai penguasa”™, maka sewa menyewa
toko antara penggugat dengan tergugat | adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Tidak sahnya perjanjian sewa menyewa ini, tercantum pada pasal 3 PP No. 44
tahun 1994 yang berbunyi : “Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan
atau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tunpa hak atau tidak sah™
Pengertian sah adalah adanya persetujuan atau izin dari pemilik. Jadi apabila tidak
ada persetujuan dari pemilik maka penghunian itu tidak sah.

Untuk batal demi hukum terhadap perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara
tertulis ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu yang dinamakan
perjanjian formil. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi forinalitas
yang diterapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum (Subekti, 1987 :
25), tetapi adapula perjanjian tersebut batal demi hukum apabila suatu syarat ooyektf
tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal / yang diperkenankan / tidak

d'larang).

16). Lihat lampiran 1, hal : 7
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Dalam hal ¢>mikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan
tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat
perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan vang meagikat
mereka satu saina lain, telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak
yang lain didepan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan
karena jabatar.nya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian/ perikatan.

Upaya didalam menyelesaikan sengketa perjanjian s2wa menyewa toke al.ibat
perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan mengajukan gugatan ke pengedilan
pasti ada yarg menang dan ada yang kalah. Ditingkat Pengadilan Negeri
Payakumbuh yang menang adalah Penggugat (M Noer Tahar), kemudian Pengadilan
Tinggi SUMBAR di Padang yang menang adalah M Noer Tahar dan putusan

Mahkamah Agungpun akhirnya dimenang'an oleh M Noer Tahar

3.2  Dasar Pertimbangan dikeluarkannya Putusan MA PI No. 4275 K/Pdt/1998
Dasar hukum pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur
dalam pasal 10 ayat (3) Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman No.14 talun
1970, yang berbunyi : “Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir
oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta
kepada Mahkamah Agung”. Hal ini juga diatur dalam pesal 29 Undang-undang No.
14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung vyang menyatakan:
Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan tingkat
banding atau tingkat terakhir dari semua linakungan peradilan™.  Selanjuinya
mengenai alasan kasasi diatur dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 tahur 1985
yang menyatakan : Mahkamah Agung dalam tingkat kasas' membatalkan putusan
atau penetapan pengadilan-pengadilan dan semua lingkungan pengadilan karena :
a.  tidak berwenang atau melampaui batas wewenan

b.  salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
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C. lalar memenuhi svarat-svarat vang diwajibkan cleb peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalatan itu dengan batalnya  putusan  yang
bersangkutan.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung bukanlah meri'pakan
pemeriksaan tingkat ketiga. Dalam tingkat <asasi perkara tidak menjadi “mentah”
lagi, sebaliknya mengenai faktanya sudah tidak dapat ditinjan lagi. Mahkamah Agung
dalam tingkat kasasi hanya menelit dari segi penerapan hukumnya saja. vaitu apakah
putusan atau penetapan pengadilan vang dimohonkan kagasi itu “melanggar hukum
“atau “tidak™.

Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam putusan
atau dengan kata lain merupakan penggabungan dari putusan aeclaratoir dan putusan
constitutif atau penggabungan antara putusan declaratoir dengan putusan
condemnatoir dan sebagainya.

Setiap putusan pengadilan melalu peringatan hakim yang diucapkan dalam
persidangan terbuka, harus disertai pertimbangan-pert.mbangan yang menjadi dasar-
dasar dan alasan-alasan dari keputusan tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 23
ayat (1) Undang-Uudang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekiasaan
Kehakiman yang berbunyi :

“Setiap put:san pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar
putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan vang
bersangkutan atau sumber tak tertulis vang dijadikan dasar untuk mengadili™

Didalam pasal 178 ayat 1 HIR/ pasal 189 Rbg dan 50 Rv menyebutkan bahwa
dalam menjatchkan putusan kasasi hakim harus mempertimbangkan :
1. hakim harus mencukupkan segala alasan hukum;
2. mewajibkun kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua

bagian dar: apa yang digugat atau dituntut.

!..’J

melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tdak digugat

atau meluluskan yang lebih daripada vang digugat.
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Menurut pasal 184 HIR/ pasal 195 Rbg putusan yang termuat dalam surat

keputusan hakim harus berisi

d.

b.

e o

o

surat keterangan singkat tetapi jelas dari 1s1 gugatan:

jawaban tergugat atas isi gugatan 1tu;

alasan-alasan keputusan;

keputusan hakim tentang pokok-pokok perkara dan tentang ¢ agkos perkara;

keterangan apakah pihak-pihak yvang berperkara hadir pada waktu keputusan itu

dijatuhkan;

kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undarg harus discbutkan;

tanda tangan hakim panitera.

Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi yang intinya menguatkan putusan

Pengadilan Negeri, maka penggugat mengajukan keberatan-keberatan dan

meminta untuk pemeriksaan kasasi dan dikabulkan. Dasar pertimbangan hakim

Mahkamah Agung diambil dari alasan keberatan penggugat dalam memori

kasasi yaitu :

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi 1. dalam memorn

kasasinya tersebut pada pokoknya 1alah :

I. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam memberikan
pertimbangan hukum, karena keberatan Pemohon Kasasi tidak hanya
masalah canti rugi, tetapi termasuk juga dilepaskannya tanggung javab
Turut Terinohon Kasasi:

2 bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karcna dalam
pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Turut Termohon
Kasasi ikut melaksanakan pembongkaran atas bangunan milik Penwohon
Kasasi tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah keliru. sedangkan

Pemohon Kasasi telah mengajukan protes kepada instansi terkait;

L

_ bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan cleh
undang-undang;

4. bahwa Judex Facti tidak memikirkan dengan rasa keadilan bahwa bangunan
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Penggugat telah dibongkar dan menjadi sengketa hampir 18 tahun:

5. bahwa Judex Facti melampaui batas wewenang, karena putusan Judex Facti
terdapat 2 diktum vyang bertentangan yaitu menyerahkan tanah kepada
Pemohon Kasasi dan diktum lainnya Pemohon Kasasi diwajibkan membeli
bangunan dengan harga vang wajar, karena menurut pengarahan Papak
Ketua Mahkamah Agung RI pritusan harus jela s sehingga sewaktu cksekusi
dilaksanakan tanpa harus meminta pendapat >engadilan Tinggl/ Mahkamah
Agung RI;

6. bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tanah Pcmohon Kasasi
lebth luas dari bangunan petak No. 13-51 vaitu 112m2 sesuai dengan
sertifikat hak mihik. 17)

2. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Il, dalam memori
kasasinya terscbut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan azas-azas vang hidup dalam
masyarakat, karena Pemda Tk 1 Kodya Payakurabuh tidak menempuh jalan
dengan pembebasan tanah dengan pemberian ganti rugi ataupun melalui cara

pencabutan hak atas tanah sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 1973;

19

. bahwa Judex Facti tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya. antara lain
bahwa pertimbangan Hakim Pangadilan Tinggi tersebut kami Terg 1gat tidak
sependapal vang mana atas persetujuan para pihak telal. dibangun kembali
Pusat Pertokoan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Payakumbuh dengan
alokasi dana kredit Inpres Pasar No. & tahun 1981 sejumlah Rp.
1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) scteiah pembangunan fisik
pertokoan selesai 100%, maka bangunan tokc diserahhan kepada pihak-
pihak yang berhak olch Pemerintah Daerah dengan status hak sewa atas
bangunan toko tersebut dan pihak Penggugat tclah menyetujui perjanjian

sewa menyewa tersebut tertanggal 29 Pebruari 1088 yang dengan kesadaran/

17). Lihat lampiran 1, hal : 18-19
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leluasa sendiri juga telah mendaftarkan kepada Paniicra pada Pengadiian
Negeri Payakumbuh yang mana perjanjian tersebut dibuat atas dasar
pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Kkarena
berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah Tergugat | membuat
perjanjian kepada pihak Penggugat tersebut telah sah menurut hukum (sesuai
pasal 1320 KUH Perdata). 18)

Berdasarkan uwraian diatas. maka  keberatan-kcberi an Pemohon kasast |

antara lain : 1, 2, 3. dan 4 tidak dapat dibenarkan karera Jndex Facti tidak salah

menerapkan hukum, sedangkan mengenai keberatan ad. 5 dan ad. 6 imi dapat

dibenarkan karena Judex Facti keliru menerapkan hukum dengan alasan :

(E9]

(V8]

dalam dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan .
tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat dikenal dengan jalan
Jenderal Sudirman No. 142, sertifikat Hak Mitik No. 81/ Nagari Kota Nan
Gadang, luas 187 m2, Gs No. 41/ 1968, dimana sekarang diatasnya oerdiri
bangunan petak B-51 dan petak-petak lamnnya;

bahwa Tergugat | terbukti telah melakuken perbuatan melawan hukum, yaitu
membongkar paksa bangunan lama milik Penggugat. maka adalah adil bila
bangunan petak B-51 beserta tanah tempat bangunan itu berdiri diserahkan
kepada Penggugat menjadi milik Penggugat sebagai kompensasi tanpa
pembavaran apapun dari pihak Penggugat kepada Tergugat I dan 1.

bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian, oleh karena tivak dikuatkan dan
didukung oleh alat-alat bukti yang diperiukan, maka tuntutan ganti rugi

tersebut harus dinvatakan tidak dapat diterima. 19)

Mengenai keberatan-keberatan vang tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti

tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku lagi pula mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak

18). Lihat lampiran 1, hal : 19

19). Lihat lampiran | | hal : 20
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dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan
dalam pelaksanaan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat
cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [i dan
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasas: I: N Nocr Tahar. Untuk 1tu
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri, putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk scbagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunva atas tanah yang dikenal

sebagai jalan Jenderal Sudirman No. 142 dimana berdiri toko No. B-51:

LO%]

Menyatakan Tergugat | telah melakukan pe.buatan melawan hukum dan

penguasa (onrechtmatige overheidsdaad);

4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan toko No. B.51 teiletak di
Jalan Jenderal Sudirman No. 142 tersebut diatas kepada Penggugat sebagai
kompensasi tanah dan bangunan milik Penngugat yang dibongkar paksa;

S.  Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian sewa menyewa No.
02/INPRES/Pasar/1988 tanggal 23 Pebruari 1988:

6.  Menyatakan gugatan ganti rugi tidak dapat diterima;

. Menolak gugatan Penggugat selebihnya. 20)

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 4275 K/ird/1998 serfa data-
data dan bukti-bukti yang terungkap didalun persidangan maka penulis sependapat
dengan apa yang telah diputuskan Mahkamah Aguing vaitu membatalkan putvsan
Judex Facti dengan mengabulkan permohonan Kasasi | dan menolak gugatan
Tergugat.

Penulis mendasarkan hal ini, bahwasanva M Noer Tabar sebagai pemilik
mempunyai hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 81 atas kepemilikan

bangunan toko, sehingga kalau Pemda menyerobot tanah hak inilik orang lain

20). Lihat lampiran 1, hal : 21
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tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena hal ini Pemda Tk II
Payakumbuh tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada M Noer Tahar
sebagai pemilik sah daripada bangunan toko tersebut. Hal ini Jelas-jelas melanggar
UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman yaitu pada pasal 12 ayat (1)
yang dijelaskan bahwa “Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada
persetujuan atau izin pemilik™, 21) dimaksudkan untuk memperjelas hubungan status
rumah dan tanah dan karena Pemda Tk II Payakumbuh bertindak sewenang-wenang
yang jelas-jelas melanggar hak subjektif orang lain, untuk itu Pemda Tk II
Payakumbuh dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk
menyerahkan tanah dan toko No. B.51 terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 142
tersebut diatas kepada Penggugat sebagai kompensasi tanah dan bangunan milik
Penggugat yang dibongkar secara paksa. Menurut penulis, Mahkamah Agung sudah
cukup adil dalam memberikan putusannya, karena bangunan yang dibongkar paksa
dengan dinyatakan bouwvallig atau tidak layak huni oleh Pemda Tk II Payakumbuh,
padahal alasan itu hanya dicari-cari oleh Pemda kemudian didirikan bangunan baru
berupa toko B.51 adalah adil jika bangunan toko tersebut diserahkan kembali kepada
pemiliknya tanpa kompensasi/ membayar apapun kepada Pemda, karena pada
awalnya si pemilik asli M Noer Tahar menolak bangunannya dibdngkar dan semula
menolak dibangun menjadi pertokoan hingga sekarang ini.

Pernyataan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perjanjian Sewa Menyewa,
karena hal ini tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang terdarat dalam pasal
1320 KUH Perdata dan karena merupakan produk melawan hukum dari penguasa
yakni berupa paksaan dalam membuat perjanjian serta tidak adanya kebebasan dalam
melaksanakan perjanjian sesuai dengan pasal 1321 KUH Perdata. Jadi perjanjian
sewa menyewa toko tersebut harus batal demi hukum yang berarti batalnya karena
melanggar undang-undang yakni melanggar pasal 12 ayat (1) UU No. 4 tahun 1992 jo
PP No. 44 tahun 1994 pasal 2 ayat (1).

21). Lihat lampiran 2, hal : 6
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Mengenai ganti rugi tidak dapat diterima, hal ini berkaitan dengan pasal 1576
ayat (2) yang intinya adalah si penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi apabila
tidak ada suatu janji yang tegas, tetapi jika ada suatu janji seperti teisebut belakangan
ini, ia tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa, sclama ganti rugi yang
terutang belum dilunasi. Penulis juga berpendapat bahwa dengan mengembalikan
tanah dan rumah yang dibangun oleh Pemda Tk II Payakumbuh sebagai wujud ganti
kerugian yang dialami oleh M Noer Tahar sudah dirasa cukup sebagai kompensasi
terhadap tanah dan bangunan toko tersebut dikembalikan kepada sipemilik ash M

Noer Tahar.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, serta dilandasi oleh hasil

analisa data dan kerangka pemikiran yang mendasar dalam tulisan ini maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa menyewa yang merupakan perjanjian timbal balik (bilateral)
yaitu adanya pihak penyewa dan pihak yang menyewakan daﬁat dimintakan
permohonan pembatalan karena adanya unsur-unsur paksaan dan tidak adanya
kebebasan dalam melakukan perjanjian pada awal terbentuknya perjanjian,
syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Selain itu munculnya perjanjian sewa
menyewa toko ini merupakan produk dari perbuatan melawan hukum oleh

penguasa.

)

Upaya untuk menyelesaikan sengketa perjanjian sewa menyewa toko akibat
perbuatan melawan hukum oleh penguasa pada awalnya dilakukan dengan jalan
negosiasi dengan tujuan untuk mencari kesepakatan secara kekeluargaan, akan
tetapi karena tidak ada tanggapan dari pihak Pemda Tk II Payakumbuh,
akhirnya upaya terakhir yang dilakukan oleh M Noer Tahar yaitu dengan
mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk
memeriksa perkaranya adalah Pengadilan Negeri Payakumbuh. Kalau
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maka sudah pasti ada yang menang
dan ada yang kalah. Di Pengadilan Negeri perkara ini dimenangkan oleh
Penggugat (M Noer Tahar). Tergugat (Pemda Tk II Payakumbuh) menolak
putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh sehingga Pemda Tk II Payakumbuh
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi SUMBAR di Padang. Ternyata
yang menang adalah M Noer Tahar. Keduanya tidak menerima putusan
Pengadilan Tinggi SUMBAR, maka keduanya mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung dan putusanpun akhirnya dimenangkan oleh M Noer Tahar.

Didalam putusan itu dinyatakan bahwa surat perjanjian sewa menyewa toko

44
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akibat perbuatan melawan hukum oleh penguasa adalah udak sah dan batal
demi hukum.

Pertimbangan hukum yang dilakukan olch Mahkamah Agung dalam
menyelesaikan perkara No. 4275 K Pdt 199X 1elah tepat dan sesual dengan
undang-undang yang berlaku. Tindakan vang dilakukan oleh penguasa
merupakan perbuatan melawan hukum vang mengakibatkan timbulnva

kerugian pada perjanjian sewa menyewa toko

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas. maka sesuai dengan rumusan

masalah vang ada. penulis mencoba memberkan saran yang memihky relevans

dengan permasalahan diatas yaitu, sebagai berikut

1

I

Pemerintah itu scharusnva dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat.
agar masyarakat scbagai pihak vang sening dirugikan karcna kesewcenang-
wenangan kekuasaan pemernintah dalam  menjalankan  tugasnva  sehaga
pemerintah dapat menjadi  panutan dan kepercavaan masyarakat lebih
meningkat serta hukum dapat lebih ditegakhan secara adil

Untuk penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa toko semestinya dasar
hukum vang mengatur yakni Undang-undangnva diperjelas kembali. karena
selama ini yang khusus mengatur sewa menyewa toko tidak ada. Hal ini untuk

membedakan antara perumahan dan toko 1tu sendir.
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HUKUM PERDATA :
"PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA"

KASUS WALIKOTA BONGKAR PAKSA BANGUNAN

KASUS POSISI :

M. Noer Tahar, pendudukan Kodya Payakumbuh memiliki sebidang
tanah Hak Milik dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 81/Nagari
Koto nan Gadang, luasnya + 187 M2 yang terletak di Jalan Raya
Sudirman Payakumbuh. Diatas tanah ini berdiri sebuah bangunan
"Rumah Makan Gumarang" yang berdampingan dengan toko-toko
lainnya dalam kawasan Pasar Payakumbuh.

Pada 26 Juni 1981 terjadi kebakaran yang menimpa sebagian besar
toko-toko dan Pasar Payakumbuh, dimana Rumah Makan (RM)
Gumarang terletak.

Bangunan pasar dan toxo-toko disekitarnya habis terbakar, kecuali
bangunan RM Gumarang yang selamat tidak habis terhakar.
Dengan SK. Walikota KDH Tk Il Payakumbuh No. 293/SK/Pyk/1581
dan SK DPRD Tk || Payakumbuh No.02/KPTA/DPRD. bulan Agustus
1981 telah diputuskan untuk mernbangun kembali pasar dan toko-
toko yang habis terbakar tersebut menjadi Pesar Baru dan Kompiek
Pusat Pertokoan, sesuai,dengan inores No. 8/1961 diatas lahan
bekas pasar fama dan toko-toko yang terbakar tersebut.
Kemudian ternyata dalam area tanah yang akan dibangun Pasar
Baru dan Komplek Pusat Pertokoan yang baru tersebut,
diantaranya terletak tanah + 178 M2 yang diatasnya berdi:
bangunan RM Gumarang miliknya M. Noer Tehar.

3erdasar pemeriksaan petugas PEMDA atas bangunan SM.
Gumarang, yang tidak terhakar ternvara olet T=am PEMDA dinilai
sehagai bangunan yang tigak layak nun: atau bouwvallig. sehingga
sarus dibongkar seperti bangunan toko lainnya yang terbakar,
selanjutnya akan diremajakan kembali sebagai Pasar baru dan
komplek Pertokoan modein di kota Payakumbuh yang mendapat
persetujuan dari Gubernur SUMBAR dan Pemerintah Pusat (SK
Gubernur SUMBAR No. 247/CSB/1981 Agustus 1981 dan SK
Menteri Dalam Negeri No. 216 tahun 1331 - Agustus 1881

Untuk pelaksanaan proyek pembangunan Pasar baru dan Komplek
Pusal Pertokoan bekas kebakaran tersehut teiah ditetapkan
“PT Pembangunan Perumahan” berdasar konirak tanggat 1 April
1982 No. 07/Sektr.PP.Btk/IV/1982.

2
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PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Bshwa Tergugat | terbukti telah melakukan perbuatan melawan :.crua.._.‘ﬂ..ﬂc
membongkar paksa bangunan lama milik vm:nm:.nmr Sm...s .mnm.m: adi _n_“
bangunan petak B-51 beseria tanah tempat vm:mc:m: itu Umz.:_._ m_mmasrm:rxmvm
Penggugat menjadi milik Penggugat sebagai kompensasi, tanpa pembayaran
apapun dari pihak Penggugat kepada Tergugat | dan I

- Oleh karena petak B.51 dibangun sebagai product perbuatan melawan -.EE_.:.
oleh Tergugat sebagai penguasa, maka sewa menyewa toko tanggal 22 Wauqcmn.
1938 antara Penggugat aengan Tergugat | adalah tidak sah dan batai demi :Q:.::.

. +_Bahwa mengenai {untutan ganti kerugian, oleh karena tidak a.?cmmwm: dan

eama:rc:m oleh alat-alat bukti yang diperiukan, maka tuntutan ganti rugi tersebut
Oharus dinyatakan tidak dapat di terima ;

m—sm:w_.:cm_..c
qoﬁnﬂu Pemchon kasasill:

Bawmc:mm keberatan kasasi ad. 1dan 2: -

(OBahwa kcheratan-keberatan ini tidzk dapat &dm:m_,rmq karena Judex .mmnn_ ‘n_nmw
<atah méne. spkan atau melanggar hukum yang berlaku lagi pula mengenai u.w:;.m,.m:
:m@ pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu xmnxmqmm? hal mana tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan
da tingkat kasasi hanya Lerkenaan dengan lidak dilaksanakan atau ada kesalahan
dafam pelaksanaan hukum ;

Ugm:wadmnm. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Bm.,._:n:m
Mahkamah Agung :2rdapat cukup aiasan untuk menolak .nm:dozanm: kasasi Q.m:.
P hor Kasasi Il Jan mengabulkan permohonan kasasi dari ,vmao:on.xmmmm...
_SQDmm TAHAR, . rsebut serta membatalkan putusan Pengadilan ._.:._.mm_ vmawnm
tanggal 30 Desem. r 1996 No. 147/Pdt.G/1996/PT.Pdg dan Pengadilan z.mmm:
paypkumbuh tangge! 8 Agustus 1996 No. 2/Pdt.G/1992/PN Payakumbuh, sehingga

' M&Bkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sepert tersebut
dibawah ini ; : . =

v sAenimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari m.ma.o.:o_._ _nammm:_.n
diégbulkan maka Pemohon kasasi i dan Turut ,qmmao:o: Kasasi dijukum untu
_.:w._uwﬁ: biaya perkara dalam semuza tingkat peradilan ;

= Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-
cgzm Mn. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan ;
QO MENGADILI :

W@ i d=ri Pemohon Kasasi Il : PEMERINTAH R.l. aq
mC.mmamhmw.wwﬂ_mm:%ﬂ.u_nmﬁ”_wbw.ﬂmm_mab BARAT qa WALIKOTAMALYA KDH T, Ul
PAYAKUMBUH, tersebut ]

Mengabulkan perinohonan kasasi dari Pemohon Kasasi | @ M. NOER TAHAR,
tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Desember 199C z.o
147/Pdt G/1536/PT. Pdg jo Putusan Pengadilan Negeri Fayakumbuh tanggal 8 Agusiuvs
1696 No. 2/Pct.G/1992/PN Payskumbuh |

110 - VARIA PERADILAN 189

DAN MENGADILI SENDIRI :
Dalam Kiw . znsi:
Dalam Provisi :
- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;
Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Terguoat | dan tergugat li tidak dapat diterima ;
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas tanah yang dikenal
sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 142 dimana berdiri toko No B-51;

3. Menyatakan Tergugat | telah melakukan perbuatan melawan hukurn dari peaguasa
{onrechtmeatige overheidsdaad) ; :

4.  Menghukum Tergugat | untuk menyerahkan tanah dan toko No B.51 teristak di
Jalan Jendera! Sudirman No 142 tersebut diatas kepada Penggugat s=hagai
kompensasi tanah dan bangunan milik Penggugat yang dibongkar paksa:

5. Menyatakan batal demi hukum Surzt Perjanjian sewa menyewa No. 02INPRES/
Pasar/1988 tanggal 23 Pebruari 1988; ‘

6. Menyatakan gugatan ganti rugi tidak dapat diterima ;

7. Menclak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dalam RekonpensiPenggugat dalam konvensi tidak
dapat diterimz ; =

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugaten Rekcnpensi Penggugat dalarn Rekonpensi/Tergugat tdaiam
Konvensi tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi li/Termohon Kasasi I/Tergugat | dan Turut Termohon
kasasi/Tergugat Il untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yai.g
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. £2.630.- (lima puluh rbu rupiah) ;

Nemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari SENIN, TANGGAL 25 OKTORER 1999 dengan H. Zakir, SH, Ketua Muda M=hkamah
Agung sebagai Ketua Sidany, Mangatas Nasution, SH. dan Ny. Hj. Emin Aminah
Achadiat, SH Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
PADA HAR! ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Mangatas
MNasution, SH dan iNy. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH. Hakim-Hakim Anggota, Jernaruan
Sitinjak, SH. Panitera Pengganti dangan tidev Jinadir: oleh kedua belah pihak.

JUntuk Salinan
Mahkamah Agung R.L.
Direktur Perdata

HARIFiN A. TUAIPA, SH

VARIA PERADILAN 182 - 111
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LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No 2R el ADMINISTRASL PEMBANGUNAN. Kese-
juhteraan. Prasarana. Warganegara. (Pen-
jolusan dalem Tambahan Lembaran Nepary
Kopublih Inconesia Nomor 346Y).

UNDANG-UNDANG REPLBLIK INDONESIA
NOUMOR & TAHUN 1992
TENTANG
PFRUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

4 buhwas dolun pembungunan nasional yang pada hakikainya adaiah
perthang unan menusta Indanesia scutuhnya dan pembangunan seluruh
Miasy arskat indonesia, perumahan dan permulaman yang layak, schat,
sman. scras, dan teralur merupakan salah saw kebutuhan dasar
manusia dan merupakan fakior penting dalam peningkatan harkat dan
martabat, muty kehidupan seria kesejahleraan rakyat dalam masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

b. bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kchi-
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